LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah
wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen
rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-
OPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijjakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran
sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai
wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun

berkenaan.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan
tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan,
pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang
besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas,
antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya.

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan
indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja
keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dilakukan
karena adanya perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang
berimbas pada stuktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020,
maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum

diakomodir dalam APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.



Permasalahan utama yang sekarang dihadapi adalah pandemi Covid-19
yang berdampak pada refokusing anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung sektor
kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid- 19, jaringan
pengaman sosial serta stimulus ekonomi sebagai dampak adanya pandemi
Covid-19.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD tersebut dapat
diubah oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019,
sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 menyatakan
bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
bersadarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun Dberjalan
menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka = pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, pengurangan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 19 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ( sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata
cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencan Kerja Pemerinth Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Sulawesi
TengahTahun 2016-2021;

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan

maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran
2020. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan
disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses
penyusunan APBDP.

Tujuan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi

Tengah mencakup sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020;
Sebagai dasar perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
Sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun

RKA Perubahan Tahun 2020.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD
Sistimatika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Perubahan RKPD
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daeraj
3.2. Perubahan Kerangka Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP



